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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fungsi dan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan

pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA

Wirogunan Yogyakarta sudah cukup baik walaupun belum ada peraturan

perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pembinaan narapidana

residivis, hal ini dapat dilihat dari adanya kerja sama yang diusahakan oleh

Lembaga Pemasyarakatan dengan Universitas dan Organisasi kemasyarakatan

yang ada di Yogyakarta yang bergerak di bidang hukum dan pembinaan norma

agama bagi narapidana serta animo dari narapidana residivis dalam mengikuti

program-program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan

Wirogunan secara mandiri, maupun melalui kerja sama dengan lembaga atau

instansi-instansi lain khususnya dalam rangka pengembangan minat dan bakat

yang dimiliki narapidana residivis. Pemberian Cuti Menjelang Bebas (Cuti

Menjelang Bebas) dan Cuti Mengunjungi Keluarga (Cuti Mengunjungi Keluarga)

yang lebih selektif terhadap narapidana residivis juga merupakan salah satu cara

pembinaan yang sangat baik dan harus tetap dipertahankan, karena melalui cara

tersebut narapidana residivis harus senantiasa mengikuti seluruh metode

pembinaan khususnya pembinaan mental dan menjadi acuan bagi narapidana

residivis dalam bertingkah sesuai dengan nilai-nilai moral dalam interaksi antara
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sesama narapidana, antara narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan,

dan antara narapidana dengan keluarga atau masyarakat sekitar.

B. Saran

1. Pembinaan terhadap narapidana residivis mengenai keterampilan hendaknya

lebih diperhatikan sehingga sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh

narapidana residivis agar menjadi bekal dikemudian hari untuk berwirausaha

atau bekerja sesuai dengan kemampuan atau keterampilan yang dimilikinya

ketika selesai menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Wirogunan.

2. Lembaga Pemasyarakatan harus dapat menjalin hubungan ataupun

komunikasi yang baik dengan keluarga maupun kerabat narapidana residivis

agar selalu dapat memberi dukungan moril dan perhatian terhadap mereka

(narapidana residivis) yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan Wirogunan.

3. Hendaknya pemerintah pusat maupun daerah dapat merumuskan suatu

peraturan perundang-undangan tentang sistem pembinaan narapidana residivis

yang harus dipisahkan dari sistem pembinaan narapidana secara umum

(narapidana residivis dan narapidana yang bukan residivis) mulai dari pola

pembinaan sikap dan perilaku, proram pembinaan ketrapilan, pendekatan

secara persuasif, agar narapidana residivis benar-benar merasa bagian dari

suatu kesatuan masyarakat Indonesia yang mempunyai hak dan kesempatan
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yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai

dengan amanat UUD 1945.
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